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KATA PENGANTAR

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
maka diperlukan langkah-langkah nyata pencegahan tindak pidana
korupsi sebagai bentuk pengendalian di setiap Instansi Pemerintah.
Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak
pidana korupsi yang selaras dengan amanat Strategis Nasional Pencegahan
Korupsi (Stranas PK). Oleh karena itu, penyampaian laporan harta
kekayaan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Aparatur Negara yang berjalan
selama ini sesuai dengan tata cara pendaftaran, pengumuman, dan
pemeriksaan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang diatur oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi.
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia, perlu
untuk memenuhi sasaran capaian yang telah ditetapkan, antara lain: (1)
Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang kapabel; dan (3)
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima. Untuk memenuhi
sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi, maka pengelolaan atas
pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi setiap
Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mencapai birokrasi yang bersih
maka penguatan integritas khususnya dalam upaya menciptakan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus terus dilakukan di setiap
Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
maka diperlukan langkah-langkah nyata pencegahan tindak pidana
korupsi sebagai bentuk pengendalian di setiap Instansi Pemerintah.
Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak
pidana korupsi yang selaras dengan amanat Strategis Nasional Pencegahan
Korupsi (Stranas PK). Oleh karena itu, penyampaian laporan harta
kekayaan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Aparatur Negara yang berjalan
selama ini sesuai dengan tata cara pendaftaran, pengumuman, dan
pemeriksaan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang diatur oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mempertimbangkan berbagai kondisi diatas maka dipandang perlu
untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan
terhadap seluruh Aparatur Negara sekaligus memastikan efektivitas
kewajiban pelaporan harta kekayaan maka pelaporan harta kekayaan
cukup dilakukan melalui 1 (satu) dokumen, yaitu informasi harta kekayaan
yang sudah termasuk dalam bagian dari SPT Tahunan (khususnya
terhadap Aparatur Negara tidak wajib LHKPN). Demikian juga, agar APIP
lebih fokus pada tugas dan fungsinya, maka peran APIP dalam pengelolaan
LHKAN dikhususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan

kewajiban penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan.



Identifikasi Masalah

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dipandang perlu untuk

memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan terhadap

seluruh aparatur negara sekaligus memastikan efektivitas kewajiban

pelaporan harta kekayaan.

Tujuan Penyusunan

1.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan
hukum terhadap Aparatur Negara dalam menyampaikan LHKAN.

Peraturan Bupati ini ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan
Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang
bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan

tercela lainnya.

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);



BAB II
POKOK PIKIRAN

Dalam rangka simplifikasi pelaporan harta kekayaan untuk menjamin

integritas seluruh Aparatur Negara dan dalam rangka mendukung upaya

pencegahan tindak pidana korupsi, maka setiap Aparatur Negara memiliki

kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Laporan

Harta Kekaayaan Aparatur Negara selanjutnya disebut dengan LHKAN.

Selanjutnya guna mendorong efektivitas terwujudnya kondisi tersebut perlu

disampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, sebagai

berikut:

1.

Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini
dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang
ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
terhadap Aparatur Sipil Negara selain wajib LHKPN, dan SPT Tahunan yang
dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai WPOP;

Aparatur Negara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu Aparatur
Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban
yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN
maupun SPT Tahunan;

Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat
laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi
Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan
demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara
terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun
sebelumnya.

Agar menugaskan APIP atau unit lain yang ditunjuk untuk melakukan

pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN tersebut.



BAB III
MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
1. Aparatur Negara;
2. Instansi Pemerintah; dan
3. APIP.
B. Ruang Lingkup Materi
1. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
2. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)



BAB IV
PENUTUP
Simpulan
Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 60) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Saran
Agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh
Aparatur Negara dan Instansi Pemerintah sebagai bentuk integritas dan
komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mendorong

pemerintahan yang bersih dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Negara (LHKAN)



